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KONSEP TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF

A. Jinayah dan Jarimah dalam Hukum Islam
1. Pengertian Jinayah dan Jarimah dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam figh dengsitah
jinayah atau jarimah. Jinayahmerupakan bentuk verbal noumgsdaj
dari katajana. Secara etimologjana berarti berbuat dosa atau salah,
sedangkafinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan saB&perti
dalam kalimatjana'ala gaumihi jinayatanartinya ia telah melakukan
kesalahan terhadap kaumnya. Ka#aa juga berarti "memetik"”, seperti
dalam kalimatana as-samaratartinya "memetik buah dari pohonnya".
Orang yang berbuat jahat diselpani dan orang yang dikenai perbuatan
disebutmujna alaih? Demikian pula menurut Imam al-San‘any bataka
jinayahitu jamak dari katajihayah' masdar dari "jana" (dia mengerjakan
kejahatan/kriminal.

Katajinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan dekii at
tindak pidana. Secara terminologi kgtaayah mempunyai beberapa
pengertian, seperti yang diungkapkan oleh oleh AbQ@adir Awdah,

jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh sy@a& perbuatan itu

YL uwis Ma'luf, al-Munjid, Beirut: Dar al-Fikr, 1954, him. 88

’Ibid., him. 67.

3Al-San‘any,Subul al-SalamJuz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-BabHallabi,
1950, him. 231.
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mengenai jiwa, harta benda, atau lainfiy®engertian yang sama
dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kgiteayah menurut tradisi syariat
Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh huksyariat
melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah sepi@fuatan yang
dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karenerbgatan ini
menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, gived,(intelegensi),
harga diri, dan harta benda.

Sebagian fugaha menggunakan katayah untuk perbuatan yang
berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, sepertibmnuh, melukai,
menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dethgjaikian istilah
figh jinayah sama dengan hukum pidahadaliman dalam desertasinya
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pdkeaen syari'at
Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yaetarang untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggerbadap ketentuan
hukum tersebut dikenakan hukuman berupa pendeti@aen atau harfa.

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuab

(KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindalana yang

“Abd al-Qadir Awdahat-Tasyri' al-Jinai al-Islami Juz |, Beirut: Dar al-Kutub, 1963,
him. 67.

°Sayyid SabigFigh al-SunnahJuz. Ill, Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970, hbBn.

®Makhrus MunajatHukum Pidana Islam di Indonesi¥ogyakarta: Teras, 2009, him. 2.

"Penderitaan badan dan benda di sini mengecuglkiamah diyat(denda), karena pada
suatu saat denda karedigat tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya, tetapi képada kaum
kerabatnya yang bertanggungjawab kepadanya yarmgndikanagilah atau bisa juga denda itu
dibebankan kepada perbendaharaan nedsaé &l-ma) pada kondisi pelakyarimah tidak
mampu. Sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan&deesalaharkigata). Haliman,Hukum
Pidana Syiari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunabakarta: Bulan Bintang, 1971, him. 64.
Bandingkan dengan Ibnu RusyBidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Mugtasiduz 11, Beirut:
Dar al-Fikr, t.th, him. 405. Para ulama sepakabadap persoalan ganti rugi bagi pembunuhan
(tindak pidana) karena kesalahan bisa dibebankg@ade orang lain karena ketidakmampuan
pelaku tindak pidangdrimah).
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didasarkan pada berat-ringannya hukuman, ypitayah, janhahdan
mukhalafah. Jinayahdi sini adalahjinayah yang disebutkan dalam
konstitusi dan merupakan tindakan yang paling bepa
Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam demgd&oaman berat,
seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjarengetidup (Pasal 10
KUHP RPA). Sedangkajanhah adalah perbuatan yang diancam dengan
hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sankggiada penjatuhan
hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 1HRKURPA).
Adapun mukhalafah adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman
hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal UMR RPA)®
Pengertiarjinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan
istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidaRara fugaha sering pula
menggunakan istilalinayah dan jarimah. Istilah jarimah mempunyai
kandungan arti yang sama dengan istjlahyah, baik dari segi bahasa
maupun dari segi istilah. Dari segi bahgsanah merupakan kata jadian
(masda) dengan asal kat@rama yang artinya berbuat salah, sehingga
jarimah mempunyai arti perbuatan salabari segi istilah, al-Mawardi
mendefinisikanjarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuhahatau ta'zir®

Sejalan dengan menurut TM Hasbi ash Shiddigqyimah adalah

8Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Islad@karta: Bulan Bintang, 1986, him. 2.

®Makhrus Munajat,Dekonstruksi Hukum Pidana IslanYogyakarta: Logung Pustaka,
2004, him. 3.

Y mam Al-Mawardiy, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-DiniyyaBeirut al-
Maktab al-Islami, 1996, him. 219.
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perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancah dingan hukuman
hadatau hukumara'zir.**

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dedua
istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tertsefemiliki kesamaan
dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istdedebut bermakna
tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukagi perbuatan yang
berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun padmeya terletak pada
pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkekexhsa kata itu
digunakan.

2. Macam-Macam Jarimah dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Jarimahitu sebenarnya sangat banyak macam dan ragankam, a
tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengamjaanya dari beberapa
segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukumjanimah dapat dibagi
kepada tiga bagian antara lajarimah qisas/diyat, jarimah hududian
jarimah ta'zir.

a. Jarimahgisasdandiyat

Jarimah gisasdan diyat adalahjarimah yang diancam dengan
hukuman gisas atau diyat Baik gisas maupundiyat keduanya adalah
hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbagaadengan
hukumanhad adalah bahwaad merupakan hak Allah (hak masyarakat),

sedangkamjisasdandiyat adalah hak manusia (individtf).

Y“TM Hasbi ash ShiddieqyPidana Mati dalam Syari‘at IslajrSemarang: PT Pustaka
Rizki Putra, 1998, him. 6.
Ybid., him. 7
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Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana
dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang adatgdnnya dengan
kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan bediarena
kepentingannya khusus untuk meréka.

Dalam hubungannya dengan hukumaisas dan diyat maka
pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukutessebut bisa
dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau kelogegaDengan
demikian maka ciri khas dgarimah gisasdandiyat itu adalah

1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam sartiah
ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minataal maksimal;

2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (hgljvdalam
arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberika
pengampunan terhadap pelakdarimah gisasdan diyat ini hanya
ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaamurN
apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu
1) pembunuhan sengaj&4i i),

2) pembunuhan menyerupai sengajasi s i),
3) pembunuhan karena kesalahbus( ;&1 ),
4) penganiayaan sengajas i), dan

5) penganiayaan tidak sengaj&sd & =i ).

¥Syeikh Mahmud SyaltutAkidah dan Syari'ah Islapjilid 2, Alihbahasa, Fachruddin
HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, him. 34.

“Rahmat HakimHukum Pidana Islam (Figih JinayahBandung: Pustaka Setia, 2000,
him. 29
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Pada dasarnygarimah gisas termasukjarimah hudud sebab
baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan ddhh dan
Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya,:yaitu
1) Padgarimah gisas hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan

pengetahuannya, sedangkan pada jarimatudtidak boleh.

2) Pada jarimah gisas hak menuntut gishash bisa diwariskan,
sedangkan padarimah hududidak.

3) Pada jarimahgisas korban atau wali korban dapat memaafkan
sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atpindah kepada
hukum penggantinya, sedangkan pgdamah hududtidak ada
pemaafan.

4) Pada jarimah qisas tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian,
sedangkan pad@rimah hududada kadaluarsa dalam kesaksian
kecuali padgarimah gadzaf

5) Pada jarimahgisds pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat
diterima, sedangkan pag@aimah hududidak.

6) Pada jarimah qisas dibolehkan ada pembelaaral-gyafa‘aj,
sedangkan padarimah hududidak ada.

7) Padajarimah gishashharus ada tuntutan, sedangkan padgiaah

hududtidak perlu kecuali padarimah gadzaf®

'3Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faiz&laidah Figh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana
Islam),Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, him. 164.
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b. Jarimah Hudud
Jarimah hududadalahjarimah yang diancam dengan hukuman
had, Pengertian hukumamad adalah hukuman yang telah ditentukan oleh
syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakafpengan demikian ciri
khasjarimah hududtu sebagai berikut.

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bamkaimannya
telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batasinml dan
maksimal.

2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-maaa, lalau
ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Afing lebih
menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikekarkaoleh
Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalakitae yang
bersangkut dengan kepentingan umum dan kemaslabataama,
tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian Adikh,
sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melaiskanata-
mata untuk membesar hak itu di mata manusia danyatekan
kepentingannya terhadap masyarakabDengan kata lain, hak Allah
adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepadgana&at dan
tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuniad maka pengertian hak

Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidiak blihapuskan oleh

perseorangan (orang yang menjadi korban atau kgloga) atau oleh

bid
’Syeikh Mahmud Syaltutal-Islam Agidah wa SyarighAlihbahasa, Fachruddin HS,
Akidah dan Syariah Islan®2, Jakarta: Bina Aksara, 1985, him. 14.
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masyarakat yang diwakili oleh negatdarimah hududini ada tujuh
macam antara lain sebagai berikut.
1) Jarimahzina
2) Jarimah gazafmenuduh zina)
3) Jarimah syurbul khamfminum-minuman keras)
4) Jarimahpencurian garigah
5) Jarimah hirabah(perampokan)
6) Jarimah riddah(keluar dari Islam)
7) Jarimah Al Bagyypemberontakarf
Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddafdan
pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata.
Sedangkan dalaarimah pencurian dargazaf(penuduhan zina) yang
disinggung di samping hak Allah juga terdapat hanauosia (individu),
akan tetapi hak Allah lebih menonjol.
c.JarimahTa'zir
Jarimah ta'zir adalahjarimah yang diancam dengan hukuman
ta'zir. Pengertianta'zir menurut bahasa ialala'dib atau memberi
pelajaran.Ta'zir juga diartikanar rad wa al man'uyartinya menolak dan
mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagainyang dikemukakan

oleh Imam Al Mawardi

¥Makhrus MunajatPekonstruksi Hukum Pidana Islaiogyakarta: Logung, 2004, him.
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Artinya: "Ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan
kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalankum had.
Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedsas klan
pelakunya. Dari satu seda'zir ini sejalan dengan hukum had;
yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk melgi&i
perilaku manusia, dan untuk mencegah orang laim adak
melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukutaair itu adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melaigkserahkan kepada
ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalarantukan
hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan huksecana global
saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapk&uman untuk
masing-masingarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan
hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yahgrat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dgarimah ta'zir itu adalah sebagai
berikut.

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Aatimukuman
tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batamal dan ada
batas maksimal.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengagarimah hududdan gisas maka jarimah ta'zir

tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karenagyé&rmasukjarimah

YImam Al-Mawardiy, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-DiniyyaBeirut al-
Maktab al-Islami, 1996, him. 236
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ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidakrdikan hukuman

had dangisas yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-janisah

ta'zir ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbugerbuatan
maksiat yang tidak dikenakan hukuntzad dan tidak pula kifarat, seperti
mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wéaiitayang bukan

istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atemakan barang yang
tidak halal seperti darah dan bangkai... maka seyeu#u dikenakan
hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar
hukuman yang ditetapkan oleh pengusa.

Tujuan diberikannya hak penentugarimah-jarimah ta'zir dan
hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dspaiatur
masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingansgrta bisa
menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaary yaersifat
mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya
sepenuhnya kepaddil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan
oleh syara’, seperti riba dan suap. Di sampinguiga termasuk ke dalam
kelompok ini jarimahjarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan
hukumannya oleh syara'hydug akan tetapi syarat-syarat untuk
dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuisaliMa, pencurian
yang tidak sampai selesai atau barang yang diawanky darinishab

pencurian, yaitu seperempat dinar.

“lbnu Taimiyah,Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islamierj. Rofi Munawwar, Surabaya:
Risalah Gusti, 2005, him. 157.
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3. Hukuman dalam Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebugubah Lafaz 'uqubah

menurut bahasa berasal dari katas¢) yang sinonimnya: ¢Ls s4sls

4823 artinya: mengiringnya dan datang di belakandhy&alam
pengertian yang agak mirip dan mendekati pengersi@iah, barangkali
lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz:¥c) yang sinonimnya: ¢) s« o) 3»
J=é L), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yargiddanya’?

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahesuasu
disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan ddaksanakan
sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dagep&sn yang kedua
dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman kasenaerupakan
balasan terhadap perbuatan menyimpang yang tdékdukiannya.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti
didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimargtidiAhmad Wardi

Muslich:

FLallal Oleas e de Lol aslialy 3 o) o il

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran pesgta’ yang
ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karenanyad
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sy#ra'."

“Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat
Jakarta: sinar Grafika, 2004, him. 136.

“bid.,

“Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islamcit him.
137.
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Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa Iméw adalah
salah satu tindakan yang diberikan oleh syara'geglj@embalasan atas
perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengarant untuk
memelihara ketertiban dan kepentingan masyaragkaligus juga untuk
melindungi kepentingan individu.

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengarsefo
tujuan umum disyariatkannya hukum, vyaitu untuk raksasi
kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keatidas dasar itu,
tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuatam dyariat Islam
adalah sebagai berikut.

a. Pencegahané s &2l

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yartgaber
jarimah agar ia tidak mengulangi perbuajanmahnya, atau agar ia tidak
terus-menerus melakukgarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku,
pencegahan juga mengandung arti mencegah oranggelaim pelaku agar
ia tidak ikut-ikutan melakukajarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa
hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akamallem terhadap
orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sB@agan demikian,
kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menaduag yang berbuat

itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannyay deenahan orang lain

%Abd al-Wahhab Khalaf,Ilm usil al-Figh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, him. 198.
Muhammad Abu ZahrahJsdl al-Figh Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, him. 351.
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untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkam dhari lingkungan
jarimah.®

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam déngamnman
adakalanya pelanggaran terhadap larangdarinfah positif) atau
meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan padaakga tentu
berbeda. Pada keadaan yang pertgaran@h positif) pencegahan berarti
upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilaradargy pada keadaan
yang kedua jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap
tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga asenlgjatuhkannya
hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibaniG@ntohnya
seperti penerapan hukuman terhadap orang yang guatikan salat atau
tidak mau mengeluarkan zakét.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan nedarya
hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkaantuersebut,
tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang ¢tigan, Dengan
demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatahkakuman. Apabila
kondisinya demikian maka hukuman terutama hukurtedrir, dapat
berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakungh, dielntara pelaku
ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada putg yakup dengan
beberapa cambukan saja, dan ada pula yang pelid dgngan beberapa

cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya pamg dimasukkan

“Ahmad Wardi Muslichop.cit, him. 137.
%A Hanafi,op.cit Jakarta: Bulan Bintang, 1990, him. 255-256.
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ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatdahanya atau bahkan
lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tuyaenry pertama itu,
efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sedafpan tercegahnya
pelaku dari perbuatajarimah maka masyarakat akan tenang, aman,
tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan ypedama ini ada
juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidaku@annyajarimah
maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari gggadn akibat dan
hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalahdiati&
pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari
kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatiamiat Islam terhadap
diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapikigan timbul dalam
diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjgahmah bukan karena
takut akan hukuman, melainkan karena kesadarardairikebenciannya
terhadapjarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.
Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan aflag gangat ampuh
untuk memberantagrimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu
jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahubysannya
dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatanoydiketahui oleh
orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dagigangkap oleh penguasa

negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atada@at meloloskan diri
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dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidkkn dapat
menghindarkan diri dari hukuman akhifat.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islamalath
menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk makgtarang baik
yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan nrdac antara sesama
anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dajidannya. Pada
hakikatnya, suatyarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan
menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemamamasyarakat
terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasdah kasih sayang
terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu roarayatakan
reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap parbpataku yang telah
melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakayaupenenangkan
hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimakandkuntuk
memberikan rasa derita yang harus dialami olehkpedabagai imbangan
atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk meagutitinya. Dengan
demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapetsakan oleh
seluruh masyarakat.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi k&pad
beberapa bagian, dengan meninjaunya dari bebeegpalalam hal ini

ada lima penggolongan.

“AWardi Muslich,op.cit, him. 138.
*Hbid., him. 257.
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(1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukumangde hukuman
yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empatabagaitu
sebagai berikut.

a. Hukuman pokok'gqubah asliyal yaitu hukuman yang ditetapkan
untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli,
seperti hukuman gishash untjgimah pembunuhan, hukuman
dera seratus kali unty&rimah zina, atau hukuman potong tangan
untukjarimah pencurian.

b. Hukuman pengganti'yqubah badaliyaj) yaitu hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokdékt
dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, sep&tmandiat
(denda) sebagai pengganti hukungisas atau hukumarta'zir
sebagai pengganti hukuméad atau hukumargisas yang tidak
bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukurdamt itu sendiri adalah
hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupagaea
atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukumangganti
untuk hukumamjisasdalam pembunuhan sengaja. Demikian pula
hukumanta'zir juga merupakan hukuman pokok untakimah-
jarimah ta'zir, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti
untuk jarimah hudud atau gisas dan diat yang tidak bisa

dilaksanakan karena ada alasan-alasan tefd@ntu.

“*Ahmad Wardi Muslichop.cit him. 142 — 143.
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c. Hukuman tambahan'ugubah taba'iyajj yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputussrara
tersendiri, seperti larangan menerima warisan loaghg yang
membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai taanbaihtuk
hukumangisas ataudiyat, atau hukuman pencabutan hak untuk
menjadi saksi bagi orang yang melakukg@rimah qadzaf
(menuduh orang lain berbuat zina), di samping huwum
pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

d. Hukuman pelengkap'ugubah takmiliyaly yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus adatisgn
tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang menakadnya
dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti memgann
tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

(2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentulserat
ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi medjslbagian.

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak lzatas
tertinggi atau batas terendah, seperti hukumath (ilera) sebagai
hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam
hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk nmelpah atau
mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman ityahaatu
macam saja.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batangeitidan

batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenanglan
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kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai akegiza batas
tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid gadenah-jarimah
ta'zir.>°
(3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan denigakuman
tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagaity gebagai
berikut.

a. Hukuman yang sudah ditentukaluqubah muqgaddargh yaitu
hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telahtditan oleh
syara’ dan hakim berkewajiban untuk memutuskanraygat
mengurangi, menambah, atau menggantinya dengannifamku
yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusagqupah
lazimah. Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak bdrha
untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

b. Hukuman yang belum ditentukaruqubah ghair mugaddarah
yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuknitine
jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yangagiketn oleh
syara’ dan menentukan jumlahnya untuk kemudiansuilsiean
dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disimgya
Hukuman Pilihan 'gqubah mukhayyargh karena hakim
dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukureasebut*

(4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman mialkkuman dapat

dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

*bid, him. 67 — 68.
*lbid, him. 68.
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a. Hukuman badan yfubah badaniyah yaitu hukuman yang

b.

C.

dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman jidt{dera),
dan penjara.

Hukuman jiwa uqubah nafsiya) yaitu hukuman yang dikenakan
atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancapeaimgatan,
atau teguran.

Hukuman harta'gqubah maliyaly yaitu hukuman yang dikenakan
terhadap harta seseorang, seperti diyat, dendapé@mpasan

harta.

(5) Ditinjau dari segi macamnygrimah yang diancamkan hukuman,

hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaimgseberikut.

a

Hukuman hudud yaitu hukuman yang ditetapkan afasimah-
jarimah hudud

Hukuman gisas dan diyat, yaitu hukuman yang diletapatas
jarimah-jarimah gishash dan diyat.

Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan kirdabagian

jarimah gisas dan diat dan bebergpamahta'zir.

. Hukumanta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untjgtimah-

jarimahta'zir.®

¥Makhrus MunajatDekonstruksi Hukum Pidana Islanyogyakarta: Logung Pustaka,
2004, him. 44 - 45.
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B. Tindak Pidana dalam Hukum Positif
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, kata "tindak pidana” merupakamemahan
dari istilah bahasa Belandatfaafbaarfeit, namun pembentuk undang-
undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinoéngenai
"straafbaarfeit.*® Perkataan féit’ itu sendiri di dalam bahasa Belanda
berarti “sebagian dari suatu kenyataan” ataen‘ gedeelte van de
werkelijkheid”, sedang“strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga
secara harafiah perkata@itrafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai
“sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukyarig sudah barang
tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketdtaliwa yang dapat
dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai doridan bukan
kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pemkemidang-
undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengpaasebenarnya
yang ia maksud dengan perkatdatrafbaar feit”, maka timbullah di
dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebengang dimaksud
dengan‘“strafbaar feit” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa

pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukurdhdtalang diancam

$Evi Hartanti, Tindak Pidana KorupsiJakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 5.
¥p_A.F. LamintangDasar-Dasar Hukum Pidana Indones®andung: Sinar Baru, 1984,
him. 172,
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dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapatadian hukuman
serta tindak pidan®.

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih oogd
menggunakan istilah‘delict” yang telah lazim dipakdf. Sudarto
menggunakan istilah “tindak pidand", demikian pula Wirjono
Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana“tyasuatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pid&nakan tetapi
Moeljatho menggunakan istilah “perbuatan pidanatuyperbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan manartdis ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barampasmelanggar
larangan tersebdf. Sedangkan R. Tresna yang menggunakan kata
"peristiwa pidana” untuk istilah "tindak pidana” mgartikannya sebagai
sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan mayarsipbertentangan
dengan undang-undang atau peraturan perundangamydaiterhadap
perbuatan mana diadakan tindakan penghukufhan.

2. Jenis-JenisTindak Pidana dalam Hukum Positif
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan dengan pembagiaagai

berikut;

%K. Wancik SalehTindak Pidana Korupsi dan Suapakarta: Ghalia Indonesia, 2007,
him. 15.

%satochid Kartanegara, tthukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagiantk, Balai Lektur
Mahasiswa, him. 74.

¥’SudartoHukum Pidana,|Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, him. 38.

#irjono ProdjodikoroAsas-Asas Hukum Pidana Indonesandung PT Eresco, 1986,
him. 55.

*Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 2002, him. 54.

“R. Tresna,Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Bebefg@duatan
Pidana Yang Pentinglakarta: PT Tiara, tth, him. 27
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1. Delik atau tindak pidana kejahatan dan pelarsggdmisdrijven en
overtredingep**

Penggolongan jenis-jenis delik di dalam KUHP, terditas
kejahatan rhisdrijver) dan pelanggaranoyertredingei Penggolongan
untuk kejahatan disusun di dalam Buku Il KUHP datapggaran disusun
di dalam Buku Il KUHP. Undang-undang hanya menkaeri
penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tidagi memberikan
arti yang jelas. Risalah penjelasan undang-undiiwy) (yang terdapat di
negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pedssggtu atas dasar
teoritis bahwa kejahatan adalatechtdelictety, sedangkan pelanggaran
adalah tetsdelicter’ llmu pengetahuan kemudian menjelaskan bahwa
rechtsdelictermerupakan perbuatan dalam keinsyafan batin magyas;
dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di sanipi juga sebagai
perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedengketsdelicten
merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batimugia tidak
dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi lohrasakan sebagai
perbuatan terlarang karena undang-undang mengateagan pidan&

Andaikata belum dilarang oleh Undang-undang, aleapt oleh
masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbyatgn'donrecht maka
di situ terdapatechtdelictensebagai kejahatan, misalnya pembunuhan,
pencurian, dan lain sebagainya. Sebaliknya bagbua¢an yang oleh

karena dilarang dan diancam dengan pidana menetahtkan undang-

“'Andi Hamzah Asas-Asas Hukum Pidandakarta: PT Rineka Cipta, 1994, him. 96.
“Bambang Poernomdsas-Asas Hukum Pidan¥ogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983,
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undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan aterigvet”, karena

masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikiasalmya larangan

dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalasinintuk memakai jalan

di jalur sebelah kiri bagi pengendara dan lain galrga®

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antagakipidana formil

(formeel delictepdan tindak pidana materiin@aterieel delicte)
. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakanaattzlak pidana
sengaja doleus delicteh dan tindak pidana tidak dengan sengaja
(culpose delicten

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedaktmma tindak
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak mdakomisi (elicta
commissionis dan tindak pidana pasif/negatif, disebut jugaddin
pidana omisidelicta omissionig

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadingkanadlapat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindalama terjadi dalam
waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antefaktipidana umum
dan tindak pidana khusus;
. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dilkagaantara tindak
pidana communiadglicta communiayang dapat dilakukan oleh siapa
saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukanyh oleh orang

memiliki kualitas pribadi tertentu);

“Ibid., him. 96.
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8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam @alirgutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biagawone delictendan tindak
pidana aduark{acht delicte

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang dianeamkiaka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokednyoudige delictgn
tindak pidana yang diperberagequalificeerde delictgndan tindak
pidana yang diperingamgépriviligieerde delictep

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindumgika tindak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentimggoum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa tldbuh, terhadap
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidameadap nama
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mengditu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggaikélvoudige delictgndan
tindak pidana berangkasgmengestelde delicietf

Delik formil itu adalah delik yang perumusannyaitikitberatkan
kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebuthtelelesai dengan
dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam samulelik. Misal :
penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatglerasaan
kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadapéepéu atau lebih

golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); papan (Pasal 209,

210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsiaat (Pasal

“Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana Bagian 1, op.chim. 121
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263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik maitéxi adalah delik
yang perumusannya dititik beratkan kepada akibag yalak dikehendaki
(dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibahg tidak dikehendaki itu
telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak kaaga percobaan.
Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (P3a8a& KUHP),
pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delitnifodan delik
materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

Delik omissionis dan delik comnussionis peromissionem
commissaDelik commissionisdelik yang berupa pelanggaran terhadap
larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, up@mc penggelapan.
penipuan. Delikomissionis delik yang berupa pelanggaran terhadap
perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang dipehtkan yang
diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksnuka pengadilan
(Pasal 22 KUHP), tidak menolong orang yang memarugertolongan
(Pasal 531).

Delik commissionis per omissionen commissalik yang berupa
pelanggaran larangan (dus delik commissionis, aketapi dapat
dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : segprbn yang membunuh
anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 3BBK®HP), seorang
penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kgretdeagan sengaja
tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

Delik dolus dan delik culpadbleuse en culpose delic)erbelik

dolus delik yang memuat unsur kesengajaan. misal: Fresdl 187, 197,
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245, 263,310,338 KUHP. Delikulpa : delik yang memuat kealpaan
sebagai salah satu unsur misal : Pasal-Pasal 2952Q1, 203, 231 ayat 4
dan Pasal 359, 360 KUHP. Delik tunggal dan delikrgheda
(enkelvoudige en samengestelde deljctédelik tunggal : delik yang
cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Dedifganda : delik yang
bani merupakan delik, apabila dilakukan beberapiapkesbuatan, misal :
Pasal 481 (penadahan sebagai kebiagaan).

Delik yang berlangsung terus dan delik yang tideklamgsung
terus yoordurende en niet voortdurende/aflopende deljctBelik yang
berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri, balkeadaan terlarang
itu berlangsung terus, misal; merampas kemerdeseseorang (Pasal 333
KUHP). Delik aduan dan, bukan delik aduankta¢htdelicten en niet
klacht delictel Delik aduan : delik yang penuntutannya hanyakdikan
apabila ada pengaduan dari pihak yang terkgelaédeerde parbj Misal
penghinaan (Pasal 310 dst. yo. 319 KUHP), perzmafRasal 284
KUHP), chantage(pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335
ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2). Delik aduan dibedake&nurut sifatnya
sebagai: delik aduan yang absolut, ialah mis: P2&al 310, 332. Delik.-
delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntutdaeiar kan pengaduan.
Delik aduan yang relatif ialah mis. : Pasal 367sdbut relatif, karena
dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antrpembuat dan orang

yang terkena.

“*SudartoHukum Pidana ISemarang: Yayasan Sudarto, 1990, him. 57
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Perlu dibedakan antara aduan dan gugatan dan tapBregatan
dipakai dalam acara perdata, misal. : A menggugditrBuka Pengadilan,
karena B tidak membayar hutangnya kepada A Laponanya
pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tpidaka kepada polisi
atau Jaksa.

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatanegmavéudige
dan gequalificeerde delictgnDelik yang ada pemberatannya, misal. :
penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau yaatirang (Pasal
351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malamdsdr. (Pasal 363).
Ada delik yang ancaman pidananya diperingan kaddia&kukan dalam
keadaan tertentu, misal. : pembunuhan kanak-kaRaka{ 341 KUHP)
Delik ini disebut @eprivilegeerd deli¢t Delik sederhana; misal. :

penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (PasakB6#P).*°

. Hukuman dalam Hukum Positif

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-algaag
membenarkanjstification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya
adalah teori absolut dan teori relatif.

1. Teori Absolut Yergeldingstheorie
Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sghapembalasan
terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatang
mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atsggota

masyarakat.

“®Ibid., him. 58.
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2. Teori Relatif Doeltheorig
Teori ini dilandasi oleh tujuard¢el) sebagai berikut.
a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelakutatpidana

menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatanfspeciale

preventi¢ serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika
melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidaeacka
akan mengalami hukuman yang serupenerale prevent)e'’

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberik@iama

menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sghilagtidak

akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepadyanakst
sebagai orang yang baik dan berguna,

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidakagard
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, regcan
membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengamatudnkan
hukuman seumur hidup.

Akhir-akhir ini, banyak yang tidak setuju dengamiagh hukuman
mati. Mereka mengajukan pendapat bahwa hanya Alig berhak
mencabut nyawa orang dan agar hukuman mati dihapudRendapat
tersebut bukan tanpa resiko. Misalnya di Sulawetat8n (Bugis); jika

seseorang keluarganya dibunuh, semua keluarga tegawajiban untuk

“"Leden MarpaungAsas-Teori-Praktik Hukum Pidandakarta: Sinar Grafika, 2008, him.
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membalaskannya. Pembalasan yang dimaksud adalghrdemembunuh
si pembunuh. Demikianlah, tindak pidana pembunuilan sangat sulit
dihindarkan jika orang yang mau melakukan pembumuin@ngetahui
bahwa ia tidak akan dihukum mati. Kecermatan dengkal jernih

diperlukan untuk mempertimbangkan penghapusan hakumati.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adahdik
melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna pestahankan
keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai sattu&agor the public
as a whol@ Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaarb&oratau
penderitaan terpidanandt only for the person injurg¢dtetapi melihat
ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuamiysri

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP
menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan &epaskeorang
pelaku tindak pidana terdiri dari :

a. Hukuman Pokolkhpofdstraffen
1). Hukuman mati.
2). Hukuman penjara.
3). Hukuman kurungan.
4). Hukuman denda.
5). Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI28o0Tahun
1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggalad 15

November 1946)

“®bid., him. 4.
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b. Hukuman Tambahabijkomende straffen
1). Pencabutan beberapa hak tertentu.
2). Perampasan barang-barang tertentu.
3). Pengumuman putusan Hakiwh.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebaijesa’ dan
sebagainya”, atau "keputusan yang dijatuhkan o#intt.>° Pengertian
yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawamin dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBigrsebut sudah mendekati
pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu $sudaerupakan
pengertian menurut istilah yang nanti akan dijedaskelanjutnya dalam
skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukumaanipir sama
dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa digatpkan oleh
Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilaildak dapat
menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilddurhan pidana dan
hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugigh Sedangkan menurut
Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdyll&tilah pidana

lebih tepat daripada hukuman sebagai teriemaharskat. Karena, kalau

“9Andi Hamzah,Sistem Pidana dan Pemidanaan Indongdikarta: Pradnya Paramita,
1993, him. 34.

50 W.J.S. Poerwadarmintdamus Umum Bahasa Indonesiakarta: PN Balai Pustaka,
1976, him. 364.

lwirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesikarta: PT. Eresco,
1981, him. 1.
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straf diterjemahkan dengan hukuman makstraf recht harus
diterjemahkan hukum hukumah.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustatad@llah dan
Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaary ysengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatag geemenuhi
syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roesiah Syang juga
dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaktsis delik dan ini
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditanpakgara pada
pembuat delik itd> Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana
berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh imstayang berkuasa
dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yasak tenak
dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-himpahkan>*

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dis atlapat
diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalatuspenderitaan atau

nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menygken.

*’Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: PT Rineka Cipta, 2002, him. 1 — 12.
*¥pid., him. 48.
*wirjono Projodikorojoc.,cit



